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Pengembangan Etika
Hubungan Indonesia-Australia
dari Persfektif Gender

Abubakar Eby Hara*’

ubungan Indonesia dan Australia selalu mengalami fluktuasi,

bahkan dilukiskan seperti roller coaster yang naik turun
secara tajam. Pada satu saat, hubungan itu hangat dan sangat dekat
namun pada masa yang lain hubungan sering tegang sehingga
sering kali kedua negara sampai harus menarik duta besarnya satu
sama lain. Pada masa keterbukaan dan demokrasi pada saat ini,
hubungan menjadi lebih kompleks karena keterlibatan aktor-aktor
non-negara seperti masyarakat sipil dan media dalam merespon
berbagai isu hubungan. Unsur domestik ini telah menjadikan isu
isu konflik itu lebih emosional di mana aktor-aktor non-negara
ini hiasanya melakukan protes di jalan atau mermbual berbagai
pernyataan di media.

Untuk menyebutkan beberapa isu yang wmiumnya memici
konflik adalah masalah pelaksanaan hak-hak asasi manusia, sikap
terhadap Israel, isu-isu strategis keamanan dan peran Aust in e
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gapan bahwa adalah kepentingan negaranya dan juga kepenting-
an domestik untuk melihat penegakan hak-hak asasi manusia di
Indonesia khususnya di Papua dan dulu di Timor Timur. Mereka
juga melihat hukuman mati terhadap warganya di Indonesia tidak
seharusnya dilakukan. Pada sisi lain Indonesia melihat bahwa
masalah ini ada pada yuridiksi kedaulatan Indonesia dan Australia
tidak berhak campur tangan. Hubungan demikian seperti menjadi
siklus yang tidak ada habisnya dan tentu saja menguras energi
kedua negara.

Paper ini tidak bermaksud untuk mengatasi siklus hubungan
yang sulit ini yang tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam waktu
singkat. Paper ini lebih berusaha untuk membangun suatu etika
hubungan yang lebih konstruktif. Etika sering dilihat sebagai
suatu yang ideal bahkan utopia dan tidak perlu dibicarakan
dalam perspektif dominan Hubungan Internasional(Hl) seperti
realisme. Namun etika hubungan dua negara bukan mustahil untuk
dibina dan dikembangkan. Dalam konteks ini paper ini melihat
pandangan-pandangan feminisme dapat memberikan kontribusi
dalam pembangunan etika hubungan yang lebih bersahabat di
kedua negara. Sejauh ini hubungan kedua negara berangkat dari
asumsi dan pengalaman realisme yang sering diasumsikan berang-
kat dari pengalaman maskulinisme dan mengabaikan pengalaman
feminisme. Pandangan feminisme tentang care dan equality misal-
nya bisa menjadi landasan etik hubungan kedua negara.

Untuk membahas masalah di atas paper ini dibagi dalam
empatbagian. Bagian pertama melihat dominasi realisme dan kritik
feminisme dalam studi HI kentemporer. Bagian kedua menganali-
sis bagaimana realisme mendominasi kajian hubungan Indonesia-
Australia dan apa masalah yang muncul. Bagian ketiga membahas
pendekatan etik feminisms dalam hubungan internasional. Bagian
keempat mendiskusikan beberapa kasus eotika feminism yang

sudah berjalan dalam hubungan Indonesia-Australia.
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REALISME DAN KRITIK FEMINISME

Sebelum melihat hubungan kedua negara dalam kerangka etik
feminisme, sub-bagian ini mencoba melihat persfektif realisme dan
permasalahannya dalam mengkaji hubungan dua n-egara dililhatf
dari perfektif feminis. Dapat dikatakan persfektif realisme menjadi
kerangka dominan dalam melihat hubungan kedua negara selama
ini, Akan menjadi jelas nanti bahwa hubungan yang berdasarkan
realisme ini mengabaikan pengalaman kaum feminisme. Walaupun
tidak berpretensi bahwa persfektif etik feminism akan menyele-
saikan masalah hubungan kedua negara, setidak pengalaman .dan
perspektif feminisme akan memberi warna sendiri dalam II'nehhat
dan mengembangkan hubungan yang lebih produktif bagi kedua
negara,

Akar pandangan realisme berasal dari pemikiran Hans J.
Morgenthau, yang terdiri dari beberapa prinsip utama (Morgenthau,
1978). Prinsip pertama adalah bahwa politik diatur deng;.m
hukum objektif yang berdasarkan kepada sifat dasar. manusia.
Prinsip kedua adalah negara mengejar kepentingan nasional yang
didefinisikan untuk mengejar kekuasaan. Prinsip ketiga adalah
bahwa kepentingan nasional untuk mengejar kekuasaan ini adalah

suatu yang objektif dan berlaku secara universal. Prinsip keempal
realisme mengakuti prinsip moral universal, namun prinsip il
tidak dapat diterapkan terhadap tindakan negari-nepiid dalaim
rumusan abstrak universal, tetapi harus disaring berdasarian
keadaah nyata pada waktu dan tempat tertentu, Prinsip kelln
negara berpura-pura menggunakan prinsip moral dialarm mencap
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versal. Kemudian dalam prinsip cerakbiv negara selalin menpe

otonomi dalam hubungan dengan negara negara Lindin
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lain. Negara merupakan aktor utama dalam HI yang berjuang
untulk menjaga kelangsungan hidup rakyat dan mempertahankan
kedaulatan dari berbagai intervensi asing, Untuk mempertahankan
survival ini negara dapat mengambil strategi yang imoral karena
hubungan internasional yang anarkis dan negara-negara yang
lain diasumsikan juga mengejar kekuasaan. Keadaan anarki juga
memaksa negara untukself-help dan sedapat mungkin mempunyai
kekuatan otonom yang dapat mendominasi negara lain. Negara ka-
rena itu tidak percaya pada negara lain (Morgenthau, 1978: 4-15).
Kelompok feminis terutama Tickner mengkritik pandangan
dasar Morghenthau ini (Tickner, 1998). Dia mengatakan hukum
objektif sebagai alat analisis berdasarkan hukum alamiah itu be-
rangkat dari pandangan maskulin. Kemudian ia juga mengata-
kan bahwa kepentingan nasional tidak selalu didefinisikaﬁ dalam
peng.ertian power dan tidak selalu zero-sum. Power sebagai alat
dominasi juga menurut Tickner tidak tepat karena mengabaikan
kemungkinan pemberdayaan kolektif. Pengabaian Morgenthau
terhadap moral dikritik sebagai tidak mungkin karena semua tin-
tfiakan politik mempunyai makna dan konsekuensi moral. Karena
ILu.I'emin_iS IR mencoba mencari definisi human nature yang lebih
universal yang memasukkan prinsip-prinsip moral. Kritik berikut-
nya adalah bahwa prinsip otonomi dalam realisme berangkat dari
perspektif maskulin yang mengabaikan kepedulian dan kontribusi
perempqan. Politik tidak mesti harus berarti otonom dan mandiri
serta self-help (Tickner, 1998),

Sebagai kontras terhadap pandangan self-help, Tickner me-
nekankan pentingnya kerja saina dan ketahanan diri yang bersifat
kolektif yang bisa dilakukan dalam berbagai konteks bilateral dan
regional (Tickrier, 1998). Ini menjadi sangat relevan dalam kaitan
dengan perkembangan paradigma baru keamanan yang memer-
lukan kerja sama untuk mengatasinya misalnya dalam isu yang di-
sebut non-traditional security dan human security. Dalam konteks

] 1ad
demikian konsep power berupa uas: '
nixian xonsep power berupa kekuasan atas orang atau negarsa
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lain tidak relevan. Power dalam definisi feminisme meliputi energi,
modal dan potensi dan bukan dominasi. Bagi feminis, power di-
tentukan oleh kemampuan untuk bertindak bersama-sama.

Kritik feminisme ini dengan demikian membuka kembali
kemungkinan moral dan etik dalam hubungan internasional
antuk dikembangkan. Dalam HI, kita cenderung berpikir bahwa
moralitas apakah dalam bentuk standar yang abstrak universal
maupun sebagai alat, adalah suatu yang tidak akan dapat dicapai.

Pandangan demikian bagi feminism dianggap meremehkan ke-
mampuan manusia untuk mentoleransi perbedaan budaya, dan
mencart potensi untuk membangun komunitas walaupun ada
herbagai perbedaan budaya. Realis muncul sebagai reaksi terhadap

munculnya perang dunia dan mungkin berlaku pada saat itu,
tetapi dalam konteks dunia yang berubah dan kompleks, asumsi-

Asumsinya kurang tepat lagi.

REALISME DALAM HUBUNGAN RI-AUSTRALIA

Dalam persfektif realisme, negara-negara mengakui prinsip-
prinsip seperti kedaulatan, kesederajatan, dan non-intervensi se-
bagai landasan dasar hubungan. Walaupun melakukan hubungan
berdasarkan prinsip hukum internasional, Indonesia dan Australia
mempunyai kepentingan budaya, posisi geografis, dan pengalaman
historis sendiri. Kondisi geografis yang terisolasi dari negara-ne-
gara Barat yang merupakan asal usul negara Australia mempunyai
pengaruh penting dalam membentuk pandangan dunia Australia.
Negara-negara Barat seperti AS dan Inggris tetap merupakan.ally
yang dapat dipercaya dan secara militer dipandang akan mein-
bantu Australia bila negara ini diserang dari Utara. Kesetiaan dalam
aliansi itu ditunjukkan oleh Australia dalam membantu sekutunya
dalam perang yang bukan di wilayah Australia selama perang du
nia kedua (PD 11} dan pasca PD Il seperti di Vietnam, Afghanistan,

dan Irak,



Namun pada pihak lain, Australia karena posisi geografisnya
mau tidak mau harus berinteraksi dengan negara-negara tetang-
ganya di Utara, Dalam proses interaksi itu memang berkembang
berbagai pandangan namun yang dominan adalah bahwa negara-
negara di Utara mempunyai budaya, nilai, dan perilaku yang ber-
beda dengan Australia. Negara-negara baru merdeka di Utara itu
juga belum tentu tidak mengancam Australia. Kerangka bahwa
Australia adalah bagian dari peradaban Barat dan merupakan se-
kutu dari negara-negara Barat berlanjut menjadi kerangka dalam
berhubungan.

Pada pihak lain negara-negara Asia terutama Indonesia
dan tetangganya mengembangkan pandangan dunia sendiri, Da-
lam konteks ASEAN, kerja sama yang dipahami dalam konteks
masyarakat regional sudah berkembang. Negara-negara ini mem-
bangun etik kerja sama untuk saling menghormati kedaulatan,
tidak campur tangan pada urusan negara lain, mengembangkan
prinsip musyawarah dan konsensus dalam penyelesaian masalah
dan meninggalkan perang sebagai solusi konflik. ASEAN juga men-

coba mengembangkan mekanisme dan norma hubungan mereka
itu ke lingkungan yang lebih luas di Asia dan Pasific seperti
ASEAN+3 dan ASEAN dialog partner. '

Masyarakat regional ASEAN ini mengembangkan norma kerja
sama sendiri yang telah dibangun sejak lama melalui berbagai
interaksi dan dialog. Dalam konteks masyarakat regional ASEAN
ini, Australia tetap dipandang berada di luar masyarakat ASEAN
dengan seperangkat norma dan kebiasaan yang dimilikinya. Upaya
untuk menjadi bagian Asia dan juga ASEAN terus menjadi salah satu
wacana politik luar negeri Australia. Dalam perkembangan terak-
hir, Presiden Indonesia Joko Widodo mengiyakan kemungkinan
Australia untuk bergabung dengan ASEAN.

Dalam konteks pendekatan rasionalisme, cara untuk melak-
sanakan atau penerapan norma-norma dan etik bersama ada-

lah bila negara bergabung dalam masyarakat internasional yang
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<ama. Dalam konsep international society ini, negara-negara d-l dla—
lamnya mempunyai potensi bukan saja untuk mengatur p-ﬁ‘I."Lla {u
internasional mereka tetapi juga untuk menciptaklan li;OndlSl bagi
munculnya masyarakat politik yang lebih legitimej. Ini l(arer{? Erl”e-
gional society memberikan kerangka kelembagaan ‘yar?g stabi 'a
.an mana norma-norma substantive dapat dinegosiasikan dengan
mengembangkan bahasa yang sama. Dalam kerangka 1.'10rma i eg;cm
ini klaim, dan counter klaim dapat dilakukan dan diperdebatkan
secara lehih dapat diterima dalam batas-batas norma yang suddah
disepakati bersama. Seperti dalam kasus ASEAN Setlap.negara 5.1
pat menahan diri, termasuk negara yang besar seperti Indonesia
antuk tidak memaksakan ambisi dan kehendaknya. Bekl)erapa tata-
Aturan hukum internasional juga mendapat konfirmasi yang kuat

i ;i dan sosialisasi ma ini.
karena pengalaman interaksi dan sosialisasi sela

ETIK FEMINISME

Melihat kegagalan realisme untuk membangun suafu l1ub1t1 n;;l--
an yang konstruktif dalam jangka panjang, penting me‘hha.a_r Sf;‘].;llll 1
mana peranan etika feminisme dapat diterapkan. Etik fen.nn.t-.nﬁ
dalam HI adalah beragam dan sulit untuk dirumuskan. Juga tidale
banyak upaya untuk merumuskan ini dalam konteks hubungan

dua negara. Apa yang dilakukan di sini karena itu hanya bacaa

yang sangat selektif dari wacana etik fefninism. Salah -..|l1]| ».I-nlp;,
mungkin dikembangkan adalah ethics of care yang hermula .ur
premis bahwa manusia secara alarniah adalah berhubungan satu
dengan yang lain, saling bertanggung jaw;?h dan saling bery -lm i .I
(Gilligan, 2011}, Secara umumn persfektif (eminism mengharis
nerbedaan budaya dan mengakui dunia semalin Lo p by

f Sebelum menguraikan hal ini lebih faub, behorapn bal pavti
diungkapkan tentang norma dan etilk dalar lauflan HE Narms b
asanya didefinisikan sebagai ‘a broad cluss Gf preseripen
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and substantive' that are ‘prescriptions for action in situations of
choice, carrying a sense of abligation, a sense that they ought to be
followed'(Chayes & Chayes, 1994: 65). Norma dan etik berkaitan
dengan ‘what we shoulddo in global political life: what ends we
should pursue, what rules we should obey, and what institutions we
should build and support’ (Hurrell & MacDonald, 2012). Pengem-
bangan teori normatif sering mulai dari pertanyaan tentang ‘first-
order’ or ‘policy’ questions yaitu tentang tindakan khusus apa yang
harus dilakukan dalam konteks pembuatan keputusan (Harrison

2002; 13-14). |

Teori normative juga berkaitan dengan pertanyaan yang lebih
abstrak yang disebut dengan ‘second-order’ questions, yaitu tentang
nilai-nilai politik yang harus menjadi petunjuk pembuatan kepu-
tusan (Harrison, 2002: 13-14). Pertanyaan dalam level ini menjus-
tifikasi seperti apa tindakan atau insitusi politik yang disebut baik
atau tepat atau sekurang-kurangnya lebih baik daripada altel'natif
piliban lain yang ada. Nilai-nilai politik yang menjadi standar seba-

| gai contoh antara lain adalah ‘equality’ Jfreedom; justice, ‘democra-
¢y, ‘toleration; ‘human rights; dan‘self-determination’ Dalam level
second-order ini juga dijelaskan lebih lanjut unsur-unsur dari nilai-
nilai di atas, apa daya tarik utamanya dan apa langkah-langkah
untuk mewujudkannya dalam kehidupan politik.

Kedua order ini berkaitan satu sama lain. John Rawls berpan-
dangan misalnya bahwa pendekatan dalam mengembangkan teori
normatif seharusnya berpindah- p:ndah dari dua level refleksi ini.
Harus ada analisis tentang apa yang mesti dilakukan dan nilai
abstrak apa yang harus diperjuangkan secara umum sehingga kita
mendapatkan gambaran bahwa kedua aspek ini tercermin dalam
Finr.‘lakan yang diambil. Ini yang disebut Rawls sebagai pencapaian
harmonious rational reconciliation atau ‘reflective equilibrium”
dari kedua aspek tadi (Daniels, 2003).

Pertanyaannya sekarang apakah first order dan second order

~lay ; i R 711
dalam etika feminisme? Untuk alasan praktis yang akan dibicara-
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\.n terlebih dahulu ada second order question atau nilai-nilai etik
yang memayungi perilaku suatu negara. Berkaitan dengan hal ini
para feminis mempunyai pandangan yang berbeda. Benhabib mi-
.alnya menekankan pentingnya nilai dialog dan menghargai per-
bedaan budaya namun tetap kritis terhadap moral particularism.
|1 menekankan dialog yang murni dan deliberasi dalam kontes
negara maupun lingkup regional atau global yang lebih luas (True,
2010: 12). Dalam prinsip dialog inj, Brooke Ackerly mencoba
membangun teori universal feminis tentang hak-hak asasi manu-
sia yang sensitif terhadap konteks hak-hak lokal, sosial, dan per-
juangan budaya dengan mendengarkan berbagai persfektif aktivis
1AM perempuan (Ackerly, 2000).

Dalam berbagai diskusi, nilai etik yang paling banyak dibi-
carakan dalam feminisme adalah “ethic of care” yang memainkan
peran sentral dalam kehidupan sehari-hari manusia (Robinson,
2011). Etika demikian peduli dengan penderitaan karena pem-
hedaan kelas, ras, etnis, kebangsaan, seksualitas, dan kondisi fisik
(cacat). Care ethics juga bersumber dari teori-teori feminis tentang
intervensi kemanusiaan, penjagaan keamanan multilateral, ban-
tuan pembangunan, kebijakan keamanan luar negeri dan perlin-
dungan HAM yang merupakan isu dan dilemma global (Hutchings,
2000: 122-3). Salah satu pandangan yang menarik dari diskusi
tentang nilai-nilai etik feminisme adalah perubahan pandangan
terhadap intervensi kemanusian di suatu negara berdaulat. Pene-
kanannya dalam perspektif ethic of care bukan pada intervensi
terhadap suatu negara berdaulat tetapi lebih pada tanggung jawab
untuk melindungi (responsibility to protect- RoP) warga yang lak
dilindungi oleh negaranya sendiri. [ntervensi kedaulatan lebih di
pandang sebagai bagian dari asumsi maskulin tentang kedaulatan
diri (tanggung jawab suatu negara) sementara RoP herkaitan
degan tanggung jawab untuk melindungi yang lebih berkaitan
dalam hubungan diri dengan tanggung jawab terhadap orang fain.

Sejalan dengan ini ada juga nilai etika “politics of compassion,’
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yang bertujuan membantu pemimpin-pemimpin negara untuk
merespon secara emosional dan praktis kebutuhan yang berkaitan
dengan human security (Porter, 2006].

Care juga berkaitan dengan kepedulian yang berkaitan dengan
kondisi hubungan dominasi, opresi, ketidakadilan, dan ketidak-
sederajatan (Robinson, 2011: 5-6). Ethic of care kritis terhadap
hubungan kekuasaan yang tersembunyi dan menawarkan metode
analisis tentang cara hubungan ini berkaitan dengan keamanan
manusia. Ethic ini menungkapkan mengapa kebanyakan orang
tidak "autonomous” (seperti para pebisnis kaya) atau “vulnerable”
(seperti wanita dan anak-anak, terutama wanita di negara-negara
miskin). Dalam ethic of care, kita bisa melihat bagaimana “autono-
my" and “vulnerability” dibentuk melalui hubungan sosial dan wa-
cana serta norma dominan. Melalui lensa care kita dapat melihat
hubungan jenis para pelaku dan ancaman terhadap human security
yang selama ini tersembunyi. Misalnya beban nenek-nenek yang
harus menjaga cucunya karena anak mereka terkena AlIDs; juga
misalnya pekerja migran wanita sebagai pembantu yang mening-
galkan anak-anak mereka (Robinson, 2011: 9).

Ethics of care dengan demikian seharusnya memungkinkan
negara lain untuk memperhatikan berbagai masalah demikian
melalui nilai-nilai moral emosi seperti empati. Dengan nilai-nilai
ini, masalah-masalah dilihat sebagai saling berhubungan dan ber-
gantung satu sama lain dan bukan sebagai masalah orang lain se-
bagaimana dipahami teori yang melihat orang terpisah dan me-
nyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Hubungan berdasarkan nilai

care dilihat dari sudut pandang penerima care maupun dari sudut
pandang pemberi. Good care bergantung pada bagaimana care itu
dialami dan dimaksudkan. Asal care memang dalam kehidupan
keluarga, tapi bisa menjadi titik tolak dalam hubungan lain yang
lebih luas. Kuncinya adalah nilai-nilai empati untuk mengatasi
kebutuhan, sensitivitas dan untuk menumbuhkan kepercayaan.

Pemisahan yang kaku antara wilayah public dan private menjadi
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lkurang relevan, Negara-negara perlu meng_eta_hui bagaimana care
sangat sentral bagi kesejahteraan manusia, warga negara dan
untuk keamanan dan bagaimana penerapannya dalam praktek
(Held, 2015: 52).

Walaupun care terutama berkaitan dengan masyarakat dan
\ra sendiri tetapi ia juga bisa berkaitan dengan negara lain.
Berbeda denpan pandangan liberal tentang individu yang bebas
Qan memenuhi kebutuhan sendiri, ethics of care memahami ma-
nusin secara inherent saling berhubungan dan bergantung. Tetapi
hubungan care ini harus dibangun berdasarkan pengalaman un-
ke menumbuhlkan kepercayaan dan menghindari paternalism dan
Jecenderungan untuk mendominasi. Untuk menghindari hal ini,
leerya sama harus dievaluasi berdasarkan tujuan care itu dan aki-
hat akibatnya. Empati dan sensitivitas sangat penting terhadap ke-
butuhan sesungguhnya dan untuk menimbulkan suasana kondusif

e

saling percaya dan saling mempertimbangkan (Held, 2015: 53).

Pengalaman untuk saling care ini sangat penting dan tanpa
merefer pada pandangan agama pun orang bisa care karena pe
npalaman praktis yang dialami. Seperti hubungan ayah dengan
anak, ayah ingin anaknya berkembang dengan baik dan demikian
iuga anak-anak ingin orang tua mereka yang sepuh untulk dipeh
hara juga. Mereka memiliki tujuan yang baik dan semuanyd i
landasi pada care(Held, 2015: 53). Hubungan demilian juj hisa
dibangun antarnegara. Kepedulian terhadap sesama manisia
harusnya mendorong kita untuk menghindari kekerasan antara
negara dan memperjuangkan hak-hak asasi semui sk i
2015: 53). Kita perlu peduli terhadap orang-orang yaig | il
hak-hak mereka dihormati dan membantu kebutuhan msreka
hingga mereka bisa survive dan memperbailki lKehidupai mersis
(Held, 2015: 54).

Dengan the ethics of care, upaya lebih besai SR RO Y R TR
mencegah penderitaan dan kekerasan. Misalnya denpan S

mosikan pemecahan masalah secara damal (et Fradlags irish ek




dieksploitasi atau mereka yang secara politik dianaktirikan. Walau-
pun demikian penegakan hukum tetap perlu dan penggunaan pe-
maksaan dapat dilakukan sesuai hukum internasional sepanjang
dilakukan tidak secara unilateral. Namun pemaksaan demikian
dapat dikurangi kalau negara mengembangkan prakter care secara
memadai dan individu dan kelompok terbiasa untuk mematuhi
aturan hukum. Kerja sama ekonomi diperlukan untuk membantu
pembangunan ekonomi yang dapat mengatasi kebutuhan manusia
(Held, 2015: 60).

ETIKA FEMINISVIE DALAM HUBUNGAN AUSTRALIA-
INDONESIA

Bagi Australia untuk menjadi bagian dari ASEAN regional
society masih memerlukan waktu. Oleh karena itu, pengembangan
etik hubungan kedua negara dan juga dengan negara-negara
ASEAN lainnya secara bilateral bisa menjadi salah satu upaya
yang dapat membuka peluang bagi bergabungnya Australia ke
arah itu. Hubungan kedua negara yang sering menjadi sorotan
adalah dalam kaitan politik realisme yang sering terjadi. Namun
di balik hubungan yang tegang dan saling mengecam satu sama
lain, hubungan yang bermakna sebetulnya terjadi dalam berbagai
bidang non-militer yang sering kali tidak mendapat publisitas yang
besar.

Dalam perjalanan hubungan, tidak semua kasus dapat dijelas-
kan dalam perspektif realisme. Ketika Indonesia mengalami penja-
jahan misalnya Australia merupakan salah satu negara yang getol
mendukung kemerdekaan Indonesia. Dalam perzfektif feminis, ini
berkaitan dengan eksploitasi dan penderitaan yang dialami oleh
rakyat Indonesia. Dukungan itu diberikan bahkan dengan mem-
bela Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949
di Den Haag pada saat Australia ditunjuk oleh Indonesia untuk

mendampingi posisi indonesia, sementara Belgia mendampingi
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jelanda, Walaupun kemudian hubungan mengalami |);|I.-;-.m}-.
curut, hal ini dapat dicatat sebagai perwujudan dari ethics of care
terhadap negara lain,

Persinggungan pertama itu cukup baik namun tampakn_?z.\
care yang lain banyak berangkat dari persfektif Australia sendirl
daripada dari perspektif yang dapat diterima kedl:la pihak. Dalam
perkembangannya, kedua negara sibuk dengan lingkungan Iu_m
entrls negaranya masing-masing. Australia yang merasa bagian
darl identitas Barat, membayangkan kerja sama dengan Barat se¢
4 depan negara itu terutama dalam bidang keamanan

Dol mas
il |||I1 clkonomi, Sementara Indonesia sibuk mengamankan lingkung
i Asta Tenppara sehingga kondusif untuk pembangunan negard
tu Kalkulasi realisme dengan demikian menjadi dominan dalam
langkah politik luar negeri kedua negara. .
Dalam konteks demikian tampaknya tidak ada urgensi dari
otik dalam hubungan kedua negara karena kalkulasi strategis i
liter lebih penting. Isu yang berkaitan dengan etik justru muncul
Aalam isu-isu non militer yang dianggap sensitif. Misalnya, pada
waktu koran Australia Sydney Morning Herald mengungkaplkan
lcokayaan Presiden Soeharto, pemerintah dan media di Indonesia
|~.1.-l1.|<u"|{;1|1 protes. Belakangan ini ketika beberapa percalap
an pemimpin Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambany
Yudhoyono disadap, orang ramai membicarakan apakah hal seperti

otis dalam hubungan dua negara. |
Dalam persfektif feminisme masalah etik mencakup banyalk
aspek hubungan. Seperti dikatakan oleh Tickner, ca[.'a pandang,
forinis melihat power bukan dalam konteks menguasal atau mern
punyai pengaruh terhadap negara lain tetapi mestinya rjlililml dar
upaya pemberdayaan. Pengalaman realisme yang melihat powel
untuk mengejar kekuasaan, bagi Tickner mengabaikan pengalaman
perempuan seperti misalnya yang dirumuskan dalam etik kepedu
lian (ethic of care). Pengalaman bahwa orang harus otonom dan

i i be Iz lain dari sifat negara
self help menegasikan kemungkinan bentuk lain dari s
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Dalam persfektif pengalaman perempuan, negara dapat bekerja
sama dan kegiatan kolektif yang mereka lakukan daripada melaku-
kan konflik. Kerja sama mengatasi berbagai masalah kejahatan
transnasional yang umumnya berdampak pada perempuan dan ke-
luarga menjadi relevan dalam konteks etik feminism. Power lebih
diartikan sebagai energi positif untuk memperbaiki suatu masalah
secara bersama bukan untuk menguasai yang lain.

Ethics of care mungkin dapat dilihat dalam kerja sama bidang-
bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan dan dalam mengatasi ke-
jahatan transnasional. Tetapi seberapa jauh hal ini mencerminkan
ethics of care yang dibicarakan di atas, itu persoalan yang memerlu-
kan penelitian lebih lanjut. Alasan bantuan Australia yang diasum-
sikan sebagai mencerminkan ethics of care ini justru sering diper-
debatkan di dalam negeri Australia sendiri. Dalam sebuah laporan
tentang bantuan luar negeri Australia, memang disebutkan bahwa
bantuan itu dilakukan karena kepedulian tentang masih tingginya
jumlah orang miskin di Indonesia. Menurut laporan ini sekitar 80
juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan
US $3.20 per hari yang ditentukan oleh Bank Dunia. Bantuan
itu dilihat penting karena pada gilirannya akan membantu per-
tumbuhan ekonomi regional dan stabilitas di Kawasan (“"Overview
of Australia’s aid program to Indonesia - Department of Foreign
Affairs and Trade,” 2018).

Dalam bidang pendidikan, kepedulian Australia terhadap pen-
didikan di Indonesia dalam bentuk berbagai bantuan dan beasiswa
merupakan hal yang penting. Bantuan ini seharusnya membangkit-
kan kepedulian bagi masyarakat Indonesia juga terhadap masalah-
masalah di Australia. Sejauh ini beasiswa misalnya lebih banyak
diberikan kepada mahasiswa Indonesia yang kemudian digunakan
untuk mengkaji Indonesia. Apa tujuan untuk mengetahui Indonesia
ini tentu banyak interpretasi. Pengetahuan tentang Indonesia
dapat membantu arah kerja sama yang lebih tepat untuk dilaku-
kan. Sebatiknya mahasiswa Indonesia yang kembali dari Australia
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memiliki pemahaman lebih tentang Australia dan sensitif terhadap
masalah di negara kangguru itu. Hal ini penting bagi mereka dalam
membertlan pemahaman tentang Australia di Indonesia.

Dalam lerja sama kemanusiaan, apakah ethics of care sudah
Wrcermin jupga perlu dilihat lebih dalam. Australia ialah negara
g cepat tanppap dalam membantu dalam hampir setiap bencana
U0 tcdonesia Bantuan itu misalnya diberikan pada waktu Tsunami
A1 Acel bantuan terhadap korban gempa di Lombok, Palu, dan
Donggeala, Namun sering kali bantuan ini dikaitkan dengan politik

cpertt dalam kasus bantuan Tsunami yang dihubungkan dengan
Cniintaan Australia agar warganya yang akan dihukum mati ka-
Cona lisus narkoba dibatalkan. Banyak yang mengaitkan bantuan
0 tidak netral dan bisa dijadikan senjata tersembunyi untuk me-
qelean bila diperlukan (Marut, 2015). Di dalam negeri Australia,
antuan ini juga mendapat Sorotan apa manfaatnya bagi Australia
(tenaldi & Shelton, 2018). Terlepas dari perdebatan itu, bantuan
L cimanusiaan ini selalu dinantikan dan disambut baik terutama di

|

Jacrah yvang memang memerlukan dan lebih lanjut menunjuldan

lepedulian Australia terhadap korban manusia di Indonesia
Dalam konteks power dalam pengertian feminis yaitin tint !
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memberdayakan dan menggabungkan kekuatan bersal

meneatasi masalah, ada beberapa kasus yang 1 no ol
Fl Wirking

Lhanlating

hidang maritim, misalnya, kedua negara terus bersing
Group (WG) on Marine Affairs and Fisherfesantara kedum noparn
sudah terbentuk sejak awal 2000an dan pada t thun 2000, merako
.~-;u|wkat'untuk mencari cara untuk mencegah keglaban gt e
ing (ANTARANEWS, 2017), meningkatkan e

dan penelitian perikanan, melanjuticin prograis e
l‘ i1
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kapasitas dan latihan, proses keamanan Do Hei it
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Kedua negara juga terus meningkatkan kerja sama untuk

melawan kejahatan transnasional melalui beberapa penjanjian.

Sharing pengalaman merupakan aspek yang berangkat dari penga-
laman feminis untuk mengatasi masalah-masalah demikian. Apa-
lagi kerja sama transnasional meliputi berbagai masalah seperti
drug, penyelundupan manusia (human trafficking) dan melawan
korupsi yang banyak berdampak bagi wanita dan kelangsungan
keluarga (McKenzie, 2017). Kedua negara melalui kesatuan polisi
mereka misalnya menandatangi kesepakatan untuk melakukan
pertukaran informasi intelijen untuk mengatasi ancaman teroris-
me, penyelundupan orang, penyelidikan, dan pencegahan pekerja
seks di bawah umur. Kerja sama ini diwujudkan dengan dibentuk-
nya tujuh Cyber Crime Centres di seluruh Indonesia (Trade, 2015).
Puncak dari kerja sama itu yang juga sering disebut sebagai
lembaran baru kerja sama yang lebih vibrant antara Indonesia dan
Australia adalah ketika ditandatangani Strategic and Comphrehen-
sive Partnership (SCP) pada akhir bulan Agustus 2018, yang meru-
pakan peningkatan dari status kerja sama Comprehensive Partner-
ship sebelumnya. SCP diharapkan menjadi forum untuk menyele-
saikan hubungan yang naik turun secara dramatis di antara kedua
negara. SCP terdiri atas lima komponen yaitu meningkatkan part-
nership dalam bidang ekonomi dan pembangunan; menghubung-
kan people to people contact; melindungi kepentingan bersama
Indonesia, Australia dan Kawasan; meningkatkan kerja sama ma-
ritim; dan menyumbangkan kerja sama untuk meningkatkan ke-
sejahteraan dan keamanan Indo-Pacifik (Morgan, 2018).
Keterlibatan Australia baik dalam hal pembangunan, masalah
pendidikan, sosial dan kemasyarakatan ini juga diasumsikan akan
membantu penerimaan terhadap Australia khususnya di Indonesia
dan umumnya di Kawasan Asia Tenggara, Walaupun hal ini belum
dibuktikan secara akademik, Australia terus konsisten dalam kerja
sama dengan dan bantuan pendidikan ke semua negara di Asia
Tenggara. Kerja sama demikian yang dilandasi oleh ethics of care
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hisa memberikan rasa simpati dan menyebabkan Australia menjacdi
lebih diterima di Kawasan ini. Prinsip saling ketergantungan dan
membantu bukan prinsip ignerance dan egoism akan membulka
peluang bagi kehadiran Australia di Kawasan ini. Daripada melan-
jutkan politik realisme yang saling menjauhkan satu sama lain,
pepira- nepara di Kawasan memiliki kesempatan lebih baik dengan

berangkat dari filosofi ethics of care ini.

KESIMPULAN

Hubngan Indonesia-Australia kalau dilakukan dalam pres-
Lebpad realisme akan terus mengalami siklus ketegangan dan
ondlle Upaya untuk mengatasi hal itu dalam persfektif demikian
Gibah dilakukan misalnya dengan melakukan perjanjian sepert
(omphrehensive Partnership yang berupayamenempatkan
Ledua nepara dalam posisi yang sederajat dan berdaulat. Namun
Lerbapd kasus menunjukkan bahwa kedua negara lebih sering
qenpermulalkan kepentingan mereka sendiri untuk alasan survival
tanpa perlu melihat kepentingan negara lain yang terganggu.
\ustralin sampai sekarang menjadi sekutu kuat Amerika Serikat

froteai

Jdan siap menjadi perpanjangan tangan AS di Kawasan ini. Australia
(upa menyatakan bahwa mereka berniat untuk memindahlan
Ledubes mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagaiimana
yang dikehendaki AS.

Tetapi dalam hubungan yang makin kompleks, realisme se
malkin terbatas pengaruhnya. Hubungan berkembang dalam bei
hagai bidang seperti pendidikan, pembangunan, sosial, kemanu
<iaan dan dalam kerja sama mengatasi kejahatan transnasional
[Hubungan demikian memerlukan pemahaman yang berbeda dari
realisme. Salah satu cara melihat hubungan ini adalah melalul
persfektif etik feminisme yang menekankan dialog dan kepedulian
terhadap warga lain. Dalam konteks ini, etik feminisme yang paling,

berkembang adalah ethics of care yang dapat menjelaskan 1suisu



hubungan di atas yang juga menyangkut berbagai bantuan seperti
bantuan pendidikan, sosial dan kemanusiaan. Hubungan dalam
bidang-bidang ini menunjukkan bahwa persfektif care sangat
mengemuka. Melalui pengembangan kerja sama berdasarkan nilai-
nilai ethics of care, kedua negara mempunyai kesempatan untuk
melakukan dialog dan kerja sama yang lebih konstruktif baik
dalam hubungan bilateral maupun dalam konteks hubungan di
Asia Tenggara.
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